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ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of waqf land certificate utilization on nazhir
management, the effect of nazhir management on waqf land optimization, and the
indirect effect of waqf land certificate utilization on waqf land optimization through
nazhir management as a mediating variable. The research was conducted in Kulon
Progo Regency using a quantitative approach with a survey method. Data were
collected through questionnaires distributed to waqf nazhir, with 66 respondents
analyzed. The data were analyzed using Structural Equation Modeling Partial Least
Squares (SEM-PLS) with the assistance of SmartPLS 4.0. The results show that
waqf land certificate utilization has a positive and significant effect on nazhir
management, with a coefficient of 0.493, t-statistic of 5.148, and p-value < 0.001.
Nazhir management also has a positive and significant effect on waqf land
optimization, with a coefficient of 0.426, t-statistic of 3.169, and p-value of 0.001.
Furthermore, nazhir management positively and significantly mediates the effect of
wagqf land certificate utilization on waqf land optimization, with an indirect effect
coefficient of 0.210, t-statistic of 2.072, and p-value of 0.019. These findings
indicate that waqf land certificates function not only as legal evidence but also as
governance instruments that strengthen nazhir management. However, waqf land
optimization does not occur automatically through certification alone, it requires

professional, measurable, and accountable nazhir management.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi
Islam yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan
umat melalui pemanfaatan aset secara berkelanjutan (sadaqah jariyah).
Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf tidak hanya dimaknai sebagai
bentuk ibadah sosial, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang
mendukung pembangunan masyarakat. Melalui konsep wakaf produktif,
harta wakaf dapat dikelola dan dikembangkan menjadi sumber daya
ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti
pembiayaan sosial, pemberdayaan ekonomi, penguatan sektor pendidikan,
serta penyediaan layanan publik. Pengelolaan wakaf yang produktif mampu
menciptakan nilai ekonomi baru yang berdampak langsung terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar (Ma’mun, 2023).

Di Indonesia, potensi wakaf sangat besar dan memiliki prospek luar
biasa dalam pembangunan ekonomi umat. Berdasarkan data Badan Wakaf
Indonesia (BWI), tercatat lebih dari 366.000 lokasi tanah wakaf dengan luas
mencapai 268.000 hektare. Namun demikian, hanya sekitar 60 persen dari
jumlah tersebut yang telah bersertifikat, dan baru sebagian kecil yang benar-
benar dikelola secara produktif. Kondisi ini mencerminkan adanya
kesenjangan yang cukup besar antara potensi aset wakaf dengan realisasi
pemanfaatannya di lapangan (Ma’mun, 2023). Pengelolaan tanah wakaf
produktif ini memiliki potensi dampak yang luas di berbagai sektor.
Pendidikan dan Kesehatan merupakan dua bidang dari dampak pengelolaan
wakaf produktif yang potensial. Selain itu, pengelolaan wakaf produktif
nantinya akan memiliki keuntungan. Hal ini mendorong pembangunan
berkelanjutan, khususnya pada tanah wakaf produktif. Keuntungan yang
dihasilkan juga dapat digunakan untuk pengembangan aset wakaf.

Keuntungan ini pula dapat memberikan bantuan secara tidak langsung



kepada pemerintah dalam hal mengentaskan kemiskinan dan mengurangi
ketimpangan sosial yang ada(Rianti & Munawar, 2024).

Pengembangan wakaf di Indonesia perlu difokuskan pada model
investasi syariah yang mampu mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi
tanah wakaf melalui kolaborasi yang profesional, transparan, dan
berkeadilan antara nazhir dengan mitra pengelola. Dijelaskan bahwa wakaf
memiliki karakter istimewa sebagai instrumen ekonomi Islam yang
mengalihkan kepemilikan individu menjadi milik Allah SWT untuk
kepentingan dan kemaslahatan umat secara berkelanjutan. Oleh karena itu,
sistem pengelolaan wakaf seharusnya ditopang oleh mekanisme kemitraan
produktif seperti musyarakah dan mudharabah, yang memungkinkan
sinergi antara nilai spiritual dan nilai ekonomi (Fattach & Maskun, 2022).

Selain tanah wakaf produktif, pengembangan tanah wakaf konsumtif
seperti masjid memang tidak dapat disangkal bahwa pada era saat ini, fungsi
dan peran masjid telah mengalami transformasi paradigma menuju arah
yang semakin terbatas dan sempit. Masjid hanya dimanfaatkan untuk
menjalankan kegiatan ritual keagamaan yang pada akhirnya dipahami
semata-mata sebagai ibadah ritual murni. Program-program kegiatan di
masjid terbatas hanya pada pelaksanaan shalat. Setelah shalat berakhir,
masjid menjadi sepi dan kosong karena ditinggalkan oleh jemaahnya.
Namun, ketika waktu shalat tiba kembali, masjid pun ramai kembali
dipenuhi oleh umat (Jamal dkk., 2019). Potensi besar masjid terletak pada
posisinya yang strategis dan vital dalam membentuk karakter masyarakat
yang berislam. Mengingat pentingnya peran tersebut, masjid perlu dikelola
dan dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin. Masjid yang dapat
memaksimalkan fungsinya adalah masjid yang didirikan atas fondasi taqwa.
Beberapa masjid telah mencoba menjalankan fungsi ganda bahkan lebih,
yakni fungsi ibadah, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun demikian,
implementasi peran-peran tersebut masih belum mencapai tingkat
optimalitas sepenuhnya. Upaya ini dilakukan dengan target agar masjid

dapat mandiri secara finansial, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada



sumbangan dan kontribusi dari jemaah. Selain itu menurut Rambe dkk
(2024) salah satu optimalisasi masjid dapat berupa legalitasnya yang berupa
sertipikat tanah.

Sertipikat tanah sebagai legalitas dan tata kelola yang baik
merupakan faktor penting terkait keberhasilan pengelolaan wakaf produktif.
Sertipikat tanah wakaf berfungsi sebagai jaminan hukum bagi nazhir dalam
mengelola aset wakaf secara aman, transparan, dan akuntabel (Anggraini
dkk., 2025). Selain dari sisi regulasi mengenai kepastian hukum tanah wakaf
dengan adanya sertipikat tanah wakaf terdapat pula faktor sosial yang
menjadi faktor rendahnya sertipikat tanah wakaf. Pemahaman masyarakat
dengan memiliki asumsi tidak ada yang mau mengambil dan memanfaatkan
tanah wakaf menjadikan hal ini menjadi evaluasi berbagai pihak terkait
termasuk pemerintah untuk mengambil sikap dalam kebijakan akibat
rendahnya sertipikat tanah wakaf (Choiri dkk., 2025).

Rendahnya tingkat sertipikat tanah wakaf dapat menimbulkan
potensi permasalahan pertanahan. Sebagai contoh pada Kabupaten
Banyuwangi terdapat kasus pertanahan mengenai belum adanya sertipikat
tanah wakaf. Kasus pertanahan yang terjadi antara pengurus masjid dengan
kantor lembaga haji. Selain itu terdapat juga permasalahan di Kabupaten
Banyuwangi bahwa adanya gugatan yang dimenangkan ahli waris terkait
tanah wakaf yang didirikan oleh warga setempat untuk pembangunan
masjid. Hal ini terjadi karena tanah wakaf hanya dibuat secara kesepakatan
lisan tanpa adanya penerbitan sertipikat tanah wakaf (Suma, 2022). Pada
wilayah lain terdapat pula permasalahan pertanahan tepatnya di kabupaten
Demak. Kasus ini dimulai dengan adanya seorang wakif yang mewakafkan
tanahnya dihadapan dua saksi secara lisan. Tetapi hal ini tidak dilanjutkan
sampai pendaftaran di KUA setempat sehingga sertifikat tanah wakaf pun
belum ada. Wakif berasumsi bahwa dengan adanya para saksi dan sudah
cukup untuk menjamin tanah wakaf dimanfaatkan secara optimal. Ketika
wakif meninggal, ahli waris melakukan tuntutan kepada pengurus organisasi

terkait tanah wakaf yang belum ada legalitasnya (Islamiyati, 2018).



Sertipikat tanah wakaf tidak hanya memberikan perlindungan
hukum, tetapi juga menciptakan kepastian dan kepercayaan dalam
pengelolaan aset wakaf. Dengan adanya legalitas formal, lembaga pengelola
wakaf memiliki dasar yang kuat untuk menjalin kemitraan produktif dengan
pihak lain. Selain itu, kepastian hukum tersebut turut meningkatkan
kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf, yang pada akhirnya
mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf produktif (Sofyan
& Sofyan, 2023). Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf, legalitas tanah wakaf perlu diikuti oleh peran
nazhir yang aktif dalam pengelolaan dan perlindungan aset wakaf. Nuridin
dan Hidayat (2024) menjelaskan bahwa implementasi UU No. 41 Tahun
2004 menempatkan nazhir sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab
dalam menjaga, mengelola, dan melindungi harta wakaf sesuai dengan
prinsip syariah serta kepentingan umum. Peran nazhir tidak hanya berkaitan
dengan aspek administratif, tetapi juga mencakup upaya menjaga
keberlangsungan manfaat harta wakaf agar tidak merugikan kepentingan
wakaf. Dengan demikian, sertipikat tanah wakaf sebagai dasar legalitas
belum cukup untuk menjamin optimalisasi tanah wakaf apabila tidak
didukung oleh manajemen nazhir yang tertib, transparan, dan bertanggung
jawab.

Hal ini dapat kita lihat pada negara islam seperti Arab Saudi yang
sudah melakukan pengelolaan wakaf secara sistematis salah satu
kegiatannya ialah didaftarkan semua tanahnya kepada lembaga yang ada di
Pemerintah Arab. Sektor Kesehatan dan sektor pendidikan yang paling
berdampak dengan adanya peran pengelolaan yang dilakukan Negara Arab
Saudi (Choiri dkk., 2025). Kualitas tata kelola dan kapasitas manajerial
nazhir menjadi faktor penting yang menjembatani antara kepastian hukum
aset dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Nazhir yang profesional,
memahami fikih wakaf, regulasi, manajemen aset, dan prinsip-prinsip
akuntabilitas lebih mampu merancang model usaha produktif, membangun

jejaring kemitraan, serta mengelola risiko usaha sehingga pendapatan dari



wakaf dapat dialokasikan secara berkelanjutan untuk program pendidikan,
kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan layanan sosial lainnya (Ma’mun,
2023). Provinsi Aceh tepatnya di Kota Langsa menjadi salah satu
berhasilnya pengelolaan tanah wakaf produktif dengan peran aktif nazhir.
Tata kelola dan cara yang dilakukan nazhir di sana sudah cukup baik.
Pengelolaan ini dapat terlihat dengan adanya hasil di bidang jasa dan
pertanian yang berjalan dengan baik. Selain itu, nazhir juga sudah
melibatkan dinas-dinas terkait sebagai kolaborasi serta melibatkan pula
perangkat gampong untuk mengoptimalkan tanah wakaf produktif
(Maulana Ira, 2022).

Keberhasilan pengelolaan yang dilakukan nazhir terdapat juga pada
lembaga wakaf Daarut Tauhid. Manajemen nazhir terbagi sesuai dengan
fungsinya masing-masing. Nazhir pengaturan biaya operasional dan nazhir
akuntansi merupakan contoh pembagian yang sudah ada di Lembaga Wakaf
Daarut Tauhid. Selain itu para nazhir di lembaga ini bekerja secara
profesional seperti contoh mengikuti jam kerja pada kantoran umumnya.
Bimbingan teknis terkait peningkatan kapasitas nazhir dilakukan secara
berkala agar tetap memahami dan dapat meningkatkan kinerja nazhir
(Munawar, 2021). Dengan demikian praktik tata kelola manajemen nazhir
yang baik berfungsi sebagai penghubung utama antara kepastian hukum
melalui sertipikat tanah wakaf dan terwujudnya optimalisasi tanah wakaf
yang berdaya guna bagi kesejahteraan umat.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disingkat DIY
didominasi oleh 90% lebih penduduk beragama Islam. Sejalan dengan
mayoritas penduduk yang Muslim, tradisi wakaf berkembang kuat di
wilayah ini menjadikan Provinsi DIY sebagai salah satu provinsi dengan
jumlah tanah wakaf terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data yang ada
dalam Sistem Informasi Wakaf selanjutnya disebut SIWAK, Provinsi DIY
memiliki 11.265 tanah wakaf dengan 10.045 di antaranya telah bersertifikat
(89%). Capaian sertipikat yang tinggi ini menunjukkan komitmen kuat

dalam memberikan perlindungan hukum yang jelas untuk semua jenis tanah



wakaf, baik wakaf yang dikembangkan untuk menghasilkan keuntungan
ekonomi maupun wakaf yang digunakan untuk keperluan ibadah dan
pelayanan sosial masyarakat seperti masjid, pesantren, dan fasilitas
kesehatan. Pada tahun 2025, sebagai wujud komitmen ini, salah satu
kabupaten di Provinsi DIY dipilih menjadi Kota Wakaf.

Program Kota Wakaf merupakan inisiatif berbasis kewilayahan
dengan tujuan menjadikan kabupaten atau kota tersebut sebagai pusat
pemberdayaan, pengembangan, dan pengelolaan wakaf melalui sinergitas
antar instansi dan pelaku usaha. Visi Kota Wakaf adalah memaksimalkan
manfaat tanah wakaf bagi masyarakat, baik melalui pengembangan
ekonomi yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan maupun melalui
penyediaan fasilitas sosial-keagamaan yang dapat diakses oleh seluruh
masyarakat. Kabupaten yang terpilih menjadi Kota Wakaf di tahun 2025
berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 770
Tahun 2025 adalah Kabupaten Kulon Progo.

Kabupaten Kulon Progo memiliki persentase sertipikat tanah wakaf
yang tinggi. Berdasarkan data yang dimiliki SIWAK, dari 2.098 tanah wakaf
yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kulon Progo, sebanyak 1.939
tanah wakaf sudah bersertipikat dengan persentase mencapai 92%. Angka
ini menunjukkan peran aktif tata kelola yang dilakukan Kantor Kementerian
Agama Kulon Progo bersama nazhir serta instansi Badan Pertanahan
Nasional dalam legalisasi aset wakaf. Capaian sertipikat tanah wakaf di
Kulon Progo sudah tinggi, tetapi capaian legalitas tersebut belum cukup
menjelaskan kualitas tata kelola dan optimalisasi pemanfaatan tanah wakaf.
Oleh karena itu, diperlukan pengujian empiris mengenai peran manajemen
nazhir dalam menjembatani pemanfaatan sertipikat dan optimalisasi tanah
wakaf. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk merumuskan
pemahaman berbasis data empiris mengenai pengaruh pemanfaatan
sertipikat tanah wakaf terhadap optimalisasi tanah wakaf dengan peran
manajemen nazhir sebagai variabel mediator di Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian



dengan judul skripsi PENGARUH PEMANFAATAN SERTIPIKAT
TANAH WAKAF TERHADAP OPTIMALISASI TANAH WAKAF
DENGAN PERAN MANAJEMEN NAZHIR SEBAGAI VARIABEL
MEDIATOR DI KABUPATEN KULON PROGO.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang

hendak dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.

Bagaimanakah pengaruh pemanfaatan sertipikat tanah wakaf terhadap
manajemen nazhir di Kabupaten Kulon Progo ?

Bagaimanakah pengaruh manajemen nazhir terhadap optimalisasi tanah
wakaf di Kabupaten Kulon Progo ?

Bagaimanakah pengaruh secara tidak langsung pemanfaatan sertipikat
tanah wakaf terhadap optimalisasi tanah wakaf melalui manajemen

nazhir di Kabupaten Kulon Progo ?

C. Tujuan Penelitian

1.

Untuk menganalisis dan menguji pengaruh pemanfaatan sertipikat
tanah wakaf terhadap manajemen nazhir di Kabupaten Kulon Progo.
Untuk menganalisis dan menguji pengaruh manajemen nazhir terhadap
optimalisasi tanah wakaf di Kabupaten Kulon Progo.

Untuk menganalisis dan menguji pengaruh tidak langsung pemanfaatan
sertipikat tanah wakaf terhadap optimalisasi tanah wakaf melalui
manajemen nazhir sebagai variabel mediator di Kabupaten Kulon

Progo.

D. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Akademis:

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya literatur lintas disiplin
antara ekonomi Islam dan hukum agraria, khususnya dengan mengkaji
peran sertipikat tanah sebagai instrumen kepastian hak yang
mempengaruhi optimalisasi aset.

Manfaat Praktis:



Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Kementerian
ATR/BPN, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan nazhir
menyediakan landasan evaluatif berbasis data untuk merancang strategi

pembinaan yang lebih efektif.

E. Batasan Penelitian

1.

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai pengaruh pemanfaatan
sertipikat tanah wakaf terhadap optimalisasi tanah wakaf dengan peran
manajemen nazhir di Kabupaten Kulon Progo. Pembahasan tidak
mencakup seluruh aspek perwakafan, seperti wakaf uang, wakaf benda
bergerak, proses pensertipikatan tanah wakaf dari awal, sengketa
wakaf, konflik ahli waris, maupun penyelesaian perkara di pengadilan.
Penelitian ini dibatasi pada tiga variabel utama, yaitu pemanfaatan
sertipikat tanah wakaf sebagai variabel eksogen atau variabel
independen, optimalisasi tanah wakaf sebagai variabel endogen atau
variabel dependen, dan manajemen nazhir sebagai variabel mediator.
Dalam penelitian ini, istilah mediator tidak dimaknai sebagai mediator
dalam aspek hukum, yaitu pihak netral yang membantu penyelesaian
sengketa, melainkan sebagai variabel mediator atau variabel perantara
dalam pendekatan kuantitatif. Dengan demikian, manajemen nazhir
sebagai variabel mediator dimaksudkan sebagai variabel yang
menjembatani pengaruh tidak langsung pemanfaatan sertipikat tanah
wakaf terhadap optimalisasi tanah wakaf melalui analisis SEM-PLS.

Unit analisis dalam penelitian ini dibatasi pada nazhir sebagai lembaga
pengelola tanah wakaf, bukan nazhir sebagai individu pribadi semata.
Meskipun data diperoleh dari responden yang merupakan pengurus atau
pihak yang mewakili nazhir, jawaban tersebut diposisikan sebagai
representasi kondisi kelembagaan nazhir dalam menjalankan fungsi

pengelolaan tanah wakaf



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan temuan penelitian yang telah dianalisis dan dibahas
pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menjawab
rumusan masalah mengenai hubungan pemanfaatan sertipikat tanah wakaf,
manajemen nazhir, dan optimalisasi tanah wakaf di Kabupaten Kulon

Progo. Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan

sertipikat tanah wakaf terhadap manajemen nazhir, pengaruh manajemen

nazhir terhadap optimalisasi tanah wakaf, serta peran manajemen nazhir
dalam memediasi pengaruh pemanfaatan sertipikat tanah wakaf terhadap
optimalisasi tanah wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan
antar variabel dalam model penelitian terbukti positif dan signifikan.

Dengan demikian, kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai

berikut.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sertipikat tanah
wakaf memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen
nazhir di Kabupaten Kulon Progo. Temuan ini menunjukkan bahwa
semakin baik pemanfaatan sertipikat tanah wakaf sebagai instrumen
legalitas, perlindungan aset, dasar akuntabilitas, dan pendukung kerja
sama, maka semakin baik pula pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen
nazhir yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pengawasan. Dengan demikian, sertipikat tanah wakaf tidak hanya
berfungsi sebagai bukti hukum formal, tetapi juga sebagai instrumen
yang mendukung penguatan tata kelola aset wakaf secara lebih tertib,
terarah, dan akuntabel.

2. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa manajemen nazhir
berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi tanah wakaf di
Kabupaten Kulon Progo. Hasil tersebut menegaskan bahwa semakin
baik kualitas manajemen nazhir, maka semakin tinggi pula tingkat

optimalisasi tanah wakaf. Optimalisasi tersebut tercermin dalam
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pemanfaatan aktif tanah wakaf, maksimalisasi nilai manfaat, efektivitas
dan efisiensi pengelolaan, keberlanjutan fungsi wakaf, kontribusi sosial
dan pemerataan manfaat, serta kesesuaian dengan tujuan syariah. Oleh
karena itu, manajemen nazhir terbukti menjadi faktor penting dalam
mewujudkan pengelolaan tanah wakaf yang optimal dan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil pengujian, pemanfaatan sertipikat tanah wakaf
terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi tanah
wakaf secara tidak langsung melalui manajemen nazhir sebagai
variabel mediator. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan dan
pemanfaatan sertipikat tanah wakaf tidak secara otomatis menghasilkan
optimalisasi tanah wakaf, melainkan pengaruh tersebut diwujudkan
melalui kemampuan manajemen nazhir dalam mengelola aset secara
profesional, terukur, dan akuntabel. Dengan demikian, manajemen
nazhir terbukti berperan sebagai variabel mediator yang menjembatani
hubungan antara pemanfaatan sertipikat tanah wakaf dan optimalisasi

tanah wakaf di Kabupaten Kulon Progo.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh terdapat beberapa

saran yang dapat diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak

terkait maupun bagi pengembangan penelitian selanjutnya. Saran ini

disusun dengan mempertimbangkan temuan empiris penelitian, manfaat

praktis penelitian, serta konteks pengelolaan tanah wakaf di Kabupaten

Kulon Progo.

1.

Bagi nazhir, diperlukan perubahan cara pandang dalam mengelola
tanah wakaf, dari pengelolaan yang sebatas mempertahankan tanah
wakaf konsumtif menuju pengelolaan tanah wakaf produktif dan
bernilai tambah. Tanah wakaf yang selama ini banyak dimanfaatkan
untuk kepentingan ibadah dan sosial tetap perlu dipertahankan
fungsinya, namun nazhir juga perlu melihat adanya peluang
pengembangan agar aset wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih

luas. Perubahan pola pikir ini penting karena tanah wakaf tidak hanya
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memiliki nilai spiritual, tetapi juga memiliki potensi sosial dan ekonomi
apabila dikelola secara profesional

. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
disarankan untuk memperkuat pelayanan pertanahan melalui validasi
data fisik dan yuridis, percepatan sertipikasi tanah wakaf yang belum
bersertipikat, serta pemeliharaan data pertanahan guna menjamin
kepastian aset wakaf. Bagi Kementerian Agama, disarankan untuk
meningkatkan pembinaan administratif dan kelembagaan nazhir
melalui KUA dan PPAIW, termasuk pendataan tanah wakaf,
pembaruan data sistem informasi wakaf, pendampingan ikrar wakaf,
serta pengawasan pemanfaatan tanah wakaf agar sesuai dengan ikrar
wakaf. Bagi Badan Wakaf Indonesia, disarankan untuk memperkuat
kapasitas dan profesionalitas nazhir melalui pembinaan kompetensi,
penyusunan model wakaf produktif, fasilitasi kerja sama, dan evaluasi
kinerja nazhir agar tanah wakaf yang telah memiliki kepastian hukum
dapat dikelola secara produktif dan memberikan manfaat sosial
ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan
menguji pengaruh langsung pemanfaatan sertipikat tanah wakaf
terhadap optimalisasi tanah wakaf karena penelitian ini lebih
menekankan pada pengaruh tidak langsung melalui manajemen nazhir
sebagai variabel mediator. Selain itu, penelitian berikutnya dapat
mengembangkan model dengan menggeser posisi variabel, misalnya
menempatkan manajemen nazhir sebagai variabel independen dan
pemanfaatan sertipikat tanah wakaf sebagai variabel mediator, atau
menguji kombinasi hubungan variabel lainnya. Pengembangan model
tersebut penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas
mengenai hubungan antara legalitas aset wakaf, kapasitas pengelolaan

nazhir, dan optimalisasi tanah wakaf.
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